PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK-ANAK FAKIR MISKIN
Strategi Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Suradi

Abstract. Development of social welfare implemented to help every one who have experienced
social dysfunction, including children who have abandoned to the poor households. In the year
2009, children stranded in Indonesia is still quite large numbers, its estimated 17.6 million people
or 22.90 percent of the population of children. The condition has been associated with menerable
because of declining quality of the young generation and the threat to the sustainability of devel-
opment in the future. Therefore, the necessary handling really in the form of social protection
programs for children are poor and needy. Design Vocational social protection for children re-
ferred to the poor integrated with poverty reduction programs.
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. PENDAHULUAN

Pembanguna n kesejahteraan sosial
dilaksanakan pada dua sasaran yang tidak
dapat dipisahkan, yaitu manusia Indone-
sia seluruhnya dan seutuhnya. Ma kna
seluruhnya, bahwa pembangunan kesejah-
teraan sosial menjangkau seluruh rakyat
Indonesia di seluruh wilayah tanah air,
tanpa kecuali dan menjangkau semua
kategori berdasarkan umur, jenis kelamin,
agama, suku dan ras dan kekhasan sosial
budaya. Kemudian rnakna seutuhnya,
bahwa pembangunan kesejahteraan sosial
menjangkau semua dirnensi kehidupan
masyarakat, baik materiil, sosial maupun
spiritual

Penyelenggaran pembangunan
kesejahteraan sosial merupakan bagian dari
penyelenggaraan pembangunan nasional.
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Oleh karenan itu, pembangunan kesejah-
teraan sosial dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan tujuan pembangunan
nasional, sebagimana ditegaskan di dalam
Undang-Undang Dasar 1945, yai tu:
"melindungi segenap bangsn Ind onesiadmz
memajuknn kesejalzternan umum.......
Kemudian Kkhusus berkaitan dengan
penanggula ngan kemiskinan , pasal 34
menegaskan bahwa "fakir miskindan anak
terlantar dipelihara oleh nega ra".
Berdasarkan pernbukaan dan Pasal 34
Undang-Undang Dasar 1945tersebut, maka
negara dan pemerintah mendapatkan
amanat untuk melakukan upaya penang-
gulangan fakir miskin dan anak-anak
terlantar di Indonesia.

Sebagai bentuk tanggung jawab
negara dan pemerintah dalam "memelihara
fakir miskin dan anak terintar”, padasaat
ini terdapat 17 program penanggulangan



kemiskinan yang tersebar di beberapa
departemen dan lembaga non departemen,
salah satunya di Departemen Sosial RI.
Meskipun berbagai program, pendekatan
dan strategi sudah dikernbangkan, namun
hingga saat ini jumlah penduduk miskin
masih cukup besar. Menurut BPS, sampai
Maret 2009 penduduk miskin di Indonesia
berjumlah 32.53juta jiwa.

Secara statistik (Menko Kesra, 2008),
memang terjadi trend penurunan angka
kemiskinan di Indonesia. Namun sebagai-
mana dikernukakan oleh Surnodiringrat
(2009), bahwa penurunan angka kerniskinan
inirnasih sangat rentan terhadap perubahan
kondisi sosial, ekonorni dan politik
nasional, konflik sosial, serta bencana alam
yang terjadi di berba gai daerah. Oleh
karenanya, penanggulangan kemiskinan
memerlukan penanganan secara sungguh-
sungguh untuk menghindari kemungkinan
merosotnya m utu generasi mdua ( lost
generation ) dan menjamin kelangsungan
pembangunan (sutainable development) di
masa mendatang.

Berkaitan dengan kemiskinan adalah
permasalahan  keterlantaran  anak-anak.
Dipastikan, bahwa pada setiap rurnah
tangga miskin terdapat anak-anak yang
mengalami  keterlantaran. Sebagaimana
dikemukakan Herry Hikmat yang dikutip
oleh Media Indonesia.com (2009), bahwa ada
kecender ungan orang tua m elepaskan
tanggung jawab pengasuhan atas anak
mereka ketika beban ekonomi menghimpit.
Hal ini terlihat pula dari hasil survei yang
menunjukkan sebagian besar penghuni
panti sosial anak rnasih punya orang tua
lengkap. Dengan dernikian, kerniskinan dan
ketelantaran anak seperti dua sisi mata
uang yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini
mengacu pada kriteria yang ditetapkan
oleh Pusat Data dan Informasi Kesejah-
teraan Sosial (Pusdatin Kesos) Departemen
Sosial RI (2008), bahwa:

1 Balita Terlantar adalah usia 0-4 tahun,
orang tua rniskin/ tidak marnpu atau
salah satu/ kedua-dua orang tuanya
sakitpermanen, atau salah satu/ kedua
orang tua meninggal, mengalami
hambatan untuk memenuhikebutuhan
hidup sehari-hari.

2 AnakTerlantaradalahusia5-kurang
18 tahun, orang tua miskin/ tidak
mampu atau salah satu/ kedua-dua
orang tuanya sakit permanen, atau
salah satu/kedua orang tua meninggal
atau keluarga tidak ha rmonis,
mengalarni harnbatan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Herry Hikmat yang dikutip
dalam http:/ / 219.83.122.194/ web/ index
(2010), anak terlantar di Indonesia
berjumlah 17.6juta jiwa, atau 22.90 persen
dari 76.86 ju ta jiwa populasi anak
berdasarkan data BPS tahun 2009.
Sementaraitujumlah menurut Departemen
Sosial (2009), anak rawan telantar sebanyak
10.322.674 jiwa. Jumlah anak telantar dan
anak rawan telan tar ini tentu belum
menggambarkan data yang sesuangguhnya,
dikarenakan permasalahan kesejahteraan
sosial merupakan fenomena gunung es.
Angka yang dapat dilihat di permukaan,

.sangat kecil apabila di bandingkan dengan

kondisi yang sesungguhnya. Kondisi ini
merupakan perrnasala han yang serius,
dikaitkan denganrisikoyangakandihadapi
anak-anak tersebut di rnasa depan.

Oleh karena itu, ketelantaran anak-
anak ini perlu memperoleh pertimbangan
sebagai bagian tidak terpisahkan dari
penanggulangan kemiskinan. Selama ini
program penanggulangan kemiskinan
penetapkan kepala keluarga pada rumah
tangga miskin sebagai sasaran. Sedangkan
isteri dan anak-anak yang ada di dalam
ru mah tangga miskin tersebu t tidak
menjadi sasaran program. Semenatra itu
Departemen Sosial merancang program
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yang secara khusus menempatkan perem-
puan dan anak-anak sebagai sasarannya,
yaitu program pemberdayaan sosial bagi
wanita rawan sosial ekonomi dan program
perlind unga n sosial bagi anak-anak
terlanta r. Ked ua pr ogram tersebu t,
mesk ipu n berkaitan dengan penang-
gulangan kemiskinan, dilaksanakan pada
locus yang ber beda dengan locus program
penanggulangan kemiskinan.

. PEMAHAMAN TENTANG
ANAK-ANAK FAKIR MISKIN

Di k alangan ahli-ahli ilmu sosial
sepakat bahwa anak secara universal
merupakan asset dan investasi sosial (lihat
Suradi, 2005). Hal ini dapat dimaknai,
bahwa kondisi anak-anak pada saatini akan
menentukan kualitas sumber daya manusia
bagi suatu bangsa di masa depan. Apabila
pada saat ini kebutuhan anak-anak dapat
terpenuhi secara optimal, baik kebutuhan
fisik, sosial maupun spiritualmya, maka di
masa depan suatu bangsa akan memiliki
sumber daya manusia yang berkualitas.
Suatu bangsa dengan sumber daya manusia
yang cerdas, terampil, setia kawan, dan
berakhlak mulia yang mampu menghadapi
persaiangan pada era globalisasi.

Terkait dengan kualitas sumber daya
manusia, Child Welfare League of America,
Standardsfor Child Protective Services, New
York (Soetarso, 1997), mengemukakan
bahwa pertumbuhan dan kesejahteraan
fisik, emosional dan intelektual anak akan
mengala mi hambatan apabila ia (@)
kekurangan gizi dan tanpaperumahan yang
layak, (b) tanpa bimbingan dan asuhan, (c)
sakit dan tanpa perawatan medis yang
tepat, (d) diperlakukan salah secara fisik,
(e) diperlakukan salah dan dieksploitasi
seca ra seksual, (f ) tidak memperoleh
pangalaman normal yang menumbuhkan
perasaan dicintai, diinginkan, aman dan
bermanfaat, (g) terganggu secara

Informasi, Vol.14,No.03, tahun 2009

emosional karena pertengkaran keluarga
yang terus menerus, perceraian dan
mempunyai orangtua yang menderita
gangguan atau penyakit jiwa, dan (h)
d ieksploitasi, bekerja berlebihan,
terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat
dan demoralisasi.

Stadard tersebu t' mern berika n
peri ngatan bagi negara-negara di dunia,
bahwa untuk mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas, maka delapan
permasalahan yang mengancarn proses
tumbuh kernbang anak tersebu t,
hendaknya dapat dihilangkan seoptimal
mungkin. Sebaliknya, dikembangkan suatu
situasi dan kondisi yang kondusif, yaitu
situasi dan kondisi yang memungkinan
setiap anak dapat rnengakses kebutuhan
yang bersifat matriil, spiritual dan sosial.

Kemudian dikemukakan oleh Singgih
D. Gunarso (1992), anak akan tumbuh dan
berkern bang menjadi SOM yang
berkualitas, apabila berbagai kebutuhannya
dapa t dipenu hi dengan wajar, baik
kebutuhan fisik, emosional maupun sosial.
membagi jenis kebu tuhan dasar anak
menjadi dua, yaitu kebutuhan fisiologis-
organis dan kebutuhan pikis dan sosial.
Kebu tu han f isiologis-o r ganis adalah
kebutuhan pokok, karena terkait langsung
dengan  pertumbu han  fisik dan
kelangsungan hidup anak. Termasuk ke
dalam jenis kebutuhan ini adalah makan,
pakaian, tempat tinggal dan kesehatan .
Apabila kebu tuhan ini tidak dapat
dipenu hi, rnaka akan menyebabkan
terjadinya gangguan pada kond isi fisik dan
kesehatan anak.

Anak-anak fakir miskin sebagai anak-
anak pada umumnya, memiliki hak secara
universal, yaitu hak untuk kelangsungan
hidup, tumbuh kernbang, perlindungan dan
partisipasi; dengan prinsip dasar (1) non
diskriminsi, kepentingan terbaik bagi anak,
(3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup



dan perkernbangan, dan (4) penghargaan
terhadap pendapat anak (lihat KHA, 1990).
Selanjutnya Undang-Undang Nornor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
dengan tegas rnenyebutkan hak-hak anak,
yaitu hak identitas diri, ber ibadah,
mengetahui orang tuany, m_emperoeh
pelayanan kesehatan dan lammans_osial;
memperoleh pendidikan dan pengadaran,
didengar pendapatnya dan mernperole
perlindungan dari diskriminasi, eksploitasl,
penelantaran; kekejaman, kekerasan dan
penganiayaan; ketidakadilan dan perlakuan
salah lainnya.

Sejumlah hak-hak anak yang diatur di
dalam perundang-undangan tersebut, juga
merupakan hak-hak anak fakirmiskinyang
perlu memperoleh perhatian negara dan
pemerintah. Sebagaimana diketahi, bahwa
fakir miskin merupakan komumtas yang
hidu p dalam kondisi sangat memperi-
hatinkan. Mereka dihadapkan dengan
berbagai keterbatasan untuk memenuhi
kebutuhan dasar danmengakses pelayanan
sosial, seperti pendidikan dan kesehatan
(Suradi, 2007). Kondisi tersebu t tentu
berpengaruh padakelangsungan hidup dan
tumbuh kembang anak. Anak-anak fakir
miskin tersebut terperangka p dalam
lingkaran kemiskinan dalam jangka panjang
dan tidak dikatahui pasti kapan mampu
keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut.
Lingkaran setan  kemiskinan  dan
pengaruhnya terhadp kualitas sumbe
dayamanusia dapat dlgambarkan sebagal
berikut :

orang tua
miskin
YRE abaikan
iﬂ;a:

N\ @

pendidikan
rendah

Gambar. 1 : Lingkaran Selan Kemiskinan dan
Ketelantaran Anak

Orang tua yang miskin tidak mampu
menyekolahkan anak, sehingga anak-anak
mereka berpendid ikan rendah (ha_nya
sampai pend idikan wajib belaJ 1) .
Akiba tnya anak-ana k tersebut ketika
tumbuh dewasa dan siap bekerja, tidak
dapat memasuki lapangan pekerjaan yang
layak. Penghasilan mereka sangat terbatas
untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar
dan mengakses pelayanan sosial. Ketika
sudah berkeluarga dan memiliki anak,
tentunya dengan kondisi yang serba
terbatas secara ekonomi, rnenyebabkan
mereka tidak mampu menyekolahkan
anaknya pada jenjang pendidikan tinggi.
Begitu seterusnya, lingkaran setar:
kemiskinan tersebut akan berlangsung dan
generasi kegenerasi.

m MODEL PERLINDUNGAN
SOSIAL

Pemerintah sejak era Reformasi telah
mengernbangkan kebijakan dan program
perlind ungan sosial anak, yang dimulai
dengan diundangkannya Undang-Undang
nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Instansi pemerintah yang menye-
lenggarakan perlidungan anak antara lain
oleh Kementerian Negara Pemberdayaan
Perem puan, Departemen Pendid ikan
Nasional, Departemen Kesehatan, Depar-
temen Hukum dan HAM, Departemen
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Agama dan Departemen Sosial. Selain pro-
gram yang diselenggarakan secara otonomi
oleh departemen, diadakan pula program
secara lintas sektor, antara Departemen
Sosial, Departemen Pendidikan Nasional
dan Departemen Kesehatan, yang dikenal
dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
Sasaran program ini adalah rumah tangga
rniskin yang di dalamnya ada ibu hamil dan
menyusui, dalam upaya memutus mata
rantai kemiskinan. Sampai akhir 2009 PKH
ini masih diujicobakan di 10 provinsi di In-
donesia. Kemudian pemerintah ju ga
membentuk Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap kebijakan, program
dan tindakan siapapun yang tidak berpihak
kepada kepentingan anak.

Meskipun upaya perlindungan anak
telah dilaksanakan melalui berbagai pro-
gram oleh berbagai sektor, hasilnya sampai
saat ini belum optimal. Selama ini sasaran
utama dalam pemberdayaan fakir miskin
yang diselenggarakan oleh pemerintah
adalah orang dewasa atau kepala keluarga.
Model ini tidak menuntaskan permasalahan
yang d ihadapi fakir miskin, teru tama
perlindungan sosial terahdap anak-anak
mereka. Anak terlantar yang tercatat oleh
Departemen Sosial masih cukup besar.
Menurut BPS dan Kementerian Sosialt yang
dikutip oleh kompas.com, yaitu 17.694 juta
jiwa atau 22,14 persen dari jumlah semua
anak usia di bawah 18 tahun yang ada di
Indonesia. Jumlah ini belum termasuk data
yang tersebar di instansi yang lain.

Sehubungan dengan itu, diperlukan
program yang dapat memutus mata rantai
clan lingkaran setan kemiskinan tersebut.
Ada dua alternatif model, (1) model yang
menem patkan anak-anak fakir miskin
sebagai bagian dari program nasiona |
penanggulangan kerniskinan, dan (2)
kalaupun program perlindungan anak-anak
ini tidak terakornodasi di dalarn program
pena nggu langan fakir rniskin, rnaka
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diperlukan sinergi program antar unit kerja
yang rnenyelenggarakan program penang-
gulangan fakir miskin dengan unit kerja
yang menyelenggarakan program perlin-
dungan sosial anak.

Kornponen dan alur model perlin-
dungan sosial terhadap anak-anak fakir
miskin dapat digambarkan sebagai berikut:

IDENTIFIKAS!

DAN
SELEKSI

TERMINASI
DAN
TINDAK LANJUT

PERENCANAAN
KEGIATAN

Gambar 2 : Siklus Model Perlindunga.n A.nak Telantar
(diadaptasi dari Compton and Calaway,
1989)

Gambar model tersebut di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut :

1 Identifikasi dan Seleksi

Kegiatan ini dilakukan untuk
rnemperoleh data yang pasti tentang
anak-anak fakir rniskin pada lokasi
pemberdayaan. ldentitas anak hams
jelas, yang mencakup by name by
ad d ress, jenis kelarnin dan umu r.
Ka tegorisasi data ini akan sangat
mern bantu pada tahap kegiatan
selanjutnya.



Asesmen

Kegiatan ini dilakukan untuk
memperoleh informasi tentang jenis-
jenis pelayanan yang diperlukan oleh
anak-anak fakir miskin sesuai dengan
umur dan jenis kelamin. Disebabkan
oleh faktor sosial budaya, kemung-
kinan anak-anak fakir miskin sulit
untuk menyampaikan informasi
mengenai pelayanan yang diperlukan.
Oleh karena itu, petugas asesmen
perlu mengembangkan strategi dan
teknik-teknik penggalian informasi.
Petugas asesmen dituntut untuk
mampu “"mengambil hati" anak-anak
fakir miskin dengan membangun
hubungan pertemanan. Oleh karena
itu, stigma dan cara pandang obyektif
terhadap anak-anak fakir miskin
hendaknya ditinggalkan.

Perencanan Intervensi Sosial

Kegiatan ini dilakukan untuk
menempatkan anak-anak fakir miskin
pada program yang telah disusun
berdasa rkan hasil asesmen. Pada
tahap ini sudah ditentukan tujuan yang
akan dicapai melalui sejumlah
pelayanan dengan mendayagunakan
berbagai sumber daya yang meliputi :
sarana, dana, tenaga, metode dan
sistem kegiatan.

Intervensi Sosial

Bentuk atau jenis kegiatan yang
dilakukan terhad ap anak-anak fakir
miskin, yaitu bimbimbingan , pendi-
dikan informal dan pelatihan keteram-
pilan usaha ekonomis prod ukitf ,
pendampingan sosial dan bantuan
sosial stimulan. Ben tuk dan jenis
kegiatan ini didasarkan pada hasil
esesmen, dengan tetap memperhatikan
nilai sosial budaya setempat.

Maka dari itu, kegiatan di dalam
program pemberdayan fakri miskin
perlu diperluas lagi dengan sejumlah
kegiatan yang dikhususkan bagianak-
anak fakir miskin. Beberapa kegiatan
dimaksud seperti bantuan aksesibilitas
terhadap pendidika n, keseha tan,
bantuan permakanan bergizi, pengem-
bangan budaya lokal, bimbingan
motivasi dan bimbingan minat dan
bakat. Meskipun demikian, kegiatan
yang dilakukan didasarkan dari hasil
kajian kebutuhan (need assesment),
bukan didasarkan pada pendekatan
obyektif atau kepentingan dari
penyelenggara program.

Dalam pelaksanaan intervensi
sosial ini perlu dibangun sistem dasar
untuk melakukan perubahan. Menurut
Pincus dan Minahan (1973) yang
dikutip oleh Suradi (2005) terdapa t
empat sistem dasar dalam intervensi
kesejahteraan sosial, ya itu sistem
pelaksanaperubahan (changeagentsys-
tem), sistemklien (client system), sistem
kegiatan (action system), dan sistem
target (target system).

Pelaksana peru bahan adalah
institusi yang menyelenggarakan pro-
gram perlindungan social bagianak-
anak fakir miskin. Institusi dimaksud
dapat berupa lembaga atau instansi
pemerintah, tetapi dapatjuga institusi
dari unsur masya ra k a t, seperti
organisasi sosial atau Lembaga
Swadaya Ma yara ka t. Di dalam
institusi tersebut biasanya ada pekerja
sosial professional yang memiliki
keahlian khusus di bidang perlin-
dungan anak. Kemudian sistem klien
adalah anak-anak dari keluarga miskin
yang memerlukan perlindungan sosial.
Jenis intervensi sosial yang perlu
disediakan bagi mereka adalah
pelayanan dan bantuan sosial yang
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diarahkan pada pemenuhan kebu-
tuhan fisik, sipiritual dan sosial anak,
sehingga mereka tumbuh dan
berkembang secara optimal.

Sistem kegiatan adalah pelibatan
pihak-pihak yang memiliki kompetensi
dalam pelayanan dan perlindungan
anak-anak fakir miskin, baik instansi
pemerintah, organisasi sosial kema-
syarakatan dan dunia usaha. Selain
melibatkan sistem kegiatan, dalam
implementasi progr am juga perlu
melibatkan sistemtarget, yaitu pihak-
pihak yang dapat memberikan
dukungan demi memperlancar proses
pelayanan dan perlindungan sosial.
Pihak-pihak dimaksud, yaitu tokoh
adat, tokoh agama, dan tokoh
masyarakat lainnya. Mereka meru-
pakan sistem sumber informal bagi
anak-anak fakir miskin yang lebih
didengarkan dan disegani nasehat-
nasehatnya daripada petugas dari
birokrasi pemerintah. Saling hubungan
antar sistem dasar dapatdigambarkan
sebagai berikut :

SISTEM
SASARAN

Gambar 3 : Sistem Dasar Intervensi Pekerjaan Sosial
dalam Perlindungan Sosial Anak
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5 Terminasi dan Tindak Lanjut

Sebagai sebuah kebijakan dan
program, pemberdayaan fakir miskin
dan anak-anak mereka tidak akan
pernah selesai sebelum mereka hidup
layak sebagaimana masyarakat Indo-
nesia pada u mumnya. Nam un
demikian, sebagai sebuah "proyek",
pemberdayaan anak-anak fakir miskin
dibatasi oleh waktu. Artinya, ketika
proses pemberdayaan bagi warga fa-
kir miskin telah selesai, maka selesai
pula program perlindungan sosial
terhadap anak-anak mereka.

Terminasi ini didahului dengan
evaluasi yang diarahkan pada hasil dari
keseluruhan kegiatan (sumatif). Hasil
evaluasi ini akan menjadi bahan
masukan untuk perbaikan model.
Apabila diketahui anak-anak telantar
pada pasca menerima program belum
mengalami perubahan lebih baik atau
masih seperti kondisi semula, maka
anak-anak tersebut menjadi sasaran
program pada tahun berikutnya, atau
dirujuk ke instalasi pelayanan sosial
anak yang lebih tepat.

IV PENUTUP

Upaya memutus ma ta rantai
kemiskinan d apat dilak ukan dengan
mengembangkan model perlind ungan
sosial terhadap anak-anak fakir miskin .
Model ini memperluas model penang-
gulangan kemiskinan yang telah ada selama
ini (terutama pada program-progra m
pemerintah), yang hanya menempatkan
kepala keluarga sebagai sasaran program.
Padahal, did alam rumah tangga miksin,
ter dapat anak-ana k yang memerlukan
pelaya nan perlindu ngan sosial dalam
kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan
dasar dan aksesibili tas terhadap



pendidikan, kesehatan dan pelayanansosial
lainnya.

Sehubungan dengan itu, perlu
dirancangkem bangkan model perlin-
dungan sosial terhadap anak-anak fakir
miskin sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari program penanggulangan
kemiskinan. Hal ini sebagai strategi
memu tus mata rantai kemiskinan dan
menuntaskan terpisahkan dari penang-
gulangan kemiskinan di Indonesia.
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